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ABSTRAK

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat
(2) di Kota Palembang

Oleh:
Zaimah Aprianti

Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah melakukan reformasi pajak dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk mendorong penuntasan
kewajiban perpajakan secara sukarela, sekaligns memberikan kemudahan dan
penyederhanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan penetapan tarif 0,5% atas
omset atan penjualan bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tabun pajak. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM, penerimaan
pajak UMKM, dan menjelaskan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 16 bulan sebelum dan
setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talm 2018 di Kota Palembang.
Penelitian ini menggunakan metode analisis desktiptif kualitatif. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sckunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM mengalami kenaikan sebesar 0,28%,
penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 2.450.567.948, dan rata-rata
kontribusi dengan kriteria kurang mengalami penuriman sebesar 2,61%.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM, pertumbuhan,
penerimaan pajak, kontribusi, PPk Pasal 4 Ayat (2).

Ketua Anggota

' ¥

Hi. Ti DP.SE.MM. Ak CA Meita Rahmawati SE. M.Acc. Ak.. CA
NIP 19650311 199203 2 002 NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,
Ketua J Akuntansi

Auista Hakiki. SE. M Acc.. Ak CA
NIP 19730317 199703 1 002



ABSTRACT

Analysis of Application Government Regulation Number 23 Year 2018 at
Growth of MSMEs Taxpayer and Acceptance PPh Article 4

Paragraph (2) in Palembang
By:
Zaimah Aprianti

On July 1, 2018, government has reformed tax by publishing the Government
Regulation Number 23 Year 2018 to encourage voluntary tax compliance, while to
provide convenience and simplification of taxion of the MSMEs taxpayer by setting
the tax rate 0,5% on turn over or gross sales that does not exceed 4,8 billion in the one
taxable year. This study aims to determine the growth of MSMEs taxpayer, MSMEs
tax revenue, and to explain the contribution of the implementation of Government
Regulation Number 23 Year 2018 on income tax revemue Article 4 Paragraph (2)
during the 16 months before and afier since the implementation of Government
Regulation Number 23 Year 2018 in Palembang. This study used a qualitative analysis
method. The data used in this study is secondary data. The results showed that the
average MSMEs taxpayers increased 0,28%, MSMEs tax revenue decreased

2.450.567.948, and the average of contribution with the criteria of less decreased
2,61%.

Keyword: Government Regulation Number 23 Year 2018, MSMEs, Growth, Tax
Revenue, Contribution, PPh Article 4 Paragraph (2).
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materil maupun spiritual yang
berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Pembangunan nasional
tersebut tentu perlu dilakukan melalui usaha, salah satunya yaitu menggali dana
yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Natalia & Budiasih
(2017) “Pajak adalah suatu sumber penerimaan negara”. R. Santoso Brotodiharjo
dalam Waluyo (2017) menjelaskan, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pemerintah,
pajak adalah penghasilan utama yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
secara umum. Di Indonesia, penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) berasal dari tiga sumber yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak tercatat memberikan kontribusi

paling besar terhadap pendapatan domestik di dalam APBN.



Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
(dalam triliun rupiah)

Tahun 2017 2018 2019
Sumber Total % Total % Total %
Penerimaan 14727 84,92% 16181 8540% 17864 82,51%
Perpajakan

Penerimaan Negara o505 15009 2754 1454% 3783  17.47%
Bukan Pajak

Hibah 14 0,08% 1,2 0,06% 0,4 0,02%

Total 1.7343 100% 1.894,7 100% 2.1651 100%

Sumber: Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id/apbnkita, 10 Oktober 2019)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan
merupakan sumber penerimaan negara Yyang berkontribusi paling besar
dibandingkan dengan penerimaan lainnya, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan hibah. Pada tahun 2017, pajak memberikan kontribusi sebesar 84,92%
dan menunjukkan selisih dengan penerimaan lainnya sebesar 69,84%. Pada tahun
2018, pajak memberikan kontribusi hingga 85,4% dan menunjukkan selisih dengan
penerimaan lainnya sebesar 70,8%. Pada tahun 2019, kontribusi pajak sebesar
82,51% dengan selisih 65,02% dari penerimaan lainnya.

Secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam upaya-
upaya menyukseskan program-program pembangunan nasional dapat disebut
sebagai tulang punggung pembiayaan. Tjiali (2015) menyebutkan bahwa
“Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN menyebabkan pemerintah Indonesia

cukup bergantung pada pajak”.


http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Tabel 1.2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan
Usaha Besar (UB) Tahun 2013-2017

UMKM Usaha Besar Total

Tahun Unit % Unit % Unit %

2013 56.539.560  99,99% 4968 0,01% 56.544.528 100%

2014 57.900.759  99,99% 5.066 0,01% 57.905.825 100%

2015 59.267.759  99,99% 4987 0,01% 59.272.746 100%

2016 61.656.547  99,99% 5370 0,01% 61.661.917 100%

2017 62.928.077  98,40% 5460 1,60% 62.933.467 100%

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia (depkop.go.id, 14 November 2019)

Subjek pajak yang saat ini dianggap pemerintah sangat berpotensi dalam
pemasukkan pajak ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa 99% jumlah unit usaha di Indonesia
adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Profit yang didapat
perusahaan UMKM sangat tidak sebanding apabila dibandingkan dengan korporasi
besar, tetapi perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia diharapkan dapat
menyumbangkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Domestik
Bruto (PDB). Dilansir dari Putra (2018) menyatakan bahwa saat ini, UMKM
menyumbang kontribusi terhadap PDB hingga 60,34 persen. Beni (2018) melansir
bahwa Gubernur terpilih Sumatera Selatan, Herman Deru, memiliki kepedulian
pada sektor UMKM sangat tinggi dan mengaku siap mendorong pertumbuhan
UMKM paling depan di Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang, melalui
kerjasama Sampoerna Retail Community (SRC) untuk pendampingan secara terus
menerus bagi pelaku UMKM, (Sumber: TribunSumsel.com, 10 Oktober 2019). Hal
tersebut berbanding lurus dengan data yang dilansir dari Tim Viva (2018)
menunjukkan bahwa kontribusi UMKM untuk melakukan pembayaran pajak terus

meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik 1.1
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Gambar 1.1.
Penerimaan Negara dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Menurut Hakim & Nangoi (2015) “Usaha meningkatkan penerimaan Negara
disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran
wajib pajak yang masih rendah”, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum
memiliki kesadaran untuk membayar pajak, khususnya wajib pajak UMKM. Hal
tersebut dapat dilihat dari data yang dipublikasi Direktur Penyuluhan Pelayanan

dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3. Kepatuhan UMKM dalam Membayarkan Pajak di Indonesia

Tahun Jumlah UMKM UMKM Bayar Pajak Presentase
2013 56.500.000 220.000 0,39%
2014 57.800.000 532.000 0,92%
2015 59.200.000 780.000 1,32%
2016 61.600.000 1.450.000 2,35%
2017 62.900.000 1.500.000 2,38%
2018 63.800.000 1.700.000 2,66%

Sumber: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak
(viva.co.id, 10 Oktober 2019)

Reformasi pajak sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan sumber utama pendapatan negara, dimana pembaharuan pajak

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan.



Sebagai langkah dalam upaya meningkatkan penuntasan kewajiban, kepatuhan
pajak, dan mendorong kontribusi dalam penerimaan pajak oleh UMKM,
pemerintah yang berwenang vyaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
mendeklarasikan reformasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan per 1 Juli
2018, mengenai pajak penghasilan yang dihasilkan oleh penghasilan dari usaha
orang pribadi/badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari
Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu masa pajak,
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan satu tarif tunggal yang
sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari penghasilan bruto.

Adanya desakan dari pengusaha khususnya di golongan UMKM yang
mengeluhkan bahwa pengenaan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto tidak
melebihi 4,8 miliar yang selama ini berlaku cukup memberatkan dan terlalu tinggi,
sehingga menjadi dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Melalui laman fans page resmi Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa
dalam beberapa pertemuan, mereka memprotes tingginya tarif PPh final yang 1%.
Mereka menginginkan agar tarif tersebut dapat diringankan menjadi 0,25% atau
0,5%. Hal tersebut yang memicu Menteri Keuangan dan DJP sehingga
diperintahkan oleh Presiden untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari
UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa dikenakan kepada pelaku
UMKM, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang
memberikan keringanan tarif PPh Final dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%
bagi pelaku UMKM. Melalui penurunan tarif tersebut, diharapkan mampu

memberikan rasa keadilan seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith bagi para



pelaku UMKM, sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan
kemampuannya. Menurut Adam Smith dalam lkatan Akuntan Indonesia (2019),
ada 4 (empat) asas pemungutan pajak, yaitu equality (asas keadilan atau
kesimbangan dengan kemampuan), certainy (asas kepastian hukum), convience
(asas pemungutan pajak yang tepat waktu), dan efficiency (asas ekonomi atau asas
efisien). Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk mendongkrak para pelaku
UMKM agar berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas ekonomi formal melalui cara
memberikan kesederhanaan dan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam
menunaikan kewajiban perpajakannya, (Setiawan, 2018).

Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetapi sudah mampu
melakukan pembukuan, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan rasa keadilan.
Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori ini dapat memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain
itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 memberikan jangka waktu
tertentu pengenaan pajak penghasilan bersifat final yaitu paling lama 7 (tujuh)
tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak
badan berupa koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 (tiga) tahun pajak
bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Sebuah pilihan dan peraturan
yang sebelumnya tidak ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013,
(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Menurut Tjiali (2015) melalui penelitiannya mengenai Analisis Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan Jumlah wajib
Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung,

menunjukkan adanya pertumbuhan wajib pajak dari rata-rata pertumbuhan wajib



pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 sebesar 6,11%. Kontribusi PPh Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) meskipun masih dalam
kategori sangat kurang juga mengalami peningkatan sebesar 5,98%. Sedangkan,
menurut Dunggio, Elim, & Mawikere (2017) melalui penelitiannya dengan judul
Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi
Kasus pada KPP Malang Selatan), menunjukkan adanya penurunan wajib pajak
sebesar -2,43% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kontribusi PPh Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) meningkat
sebesar 2,58% meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang.
Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang terdapat
ketidak-konsistenan hasil pada setiap daerah membuat peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah
Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil
rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan

setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?



2. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM sebelum

1.3.

1.4.

dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
Bagaimana kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal

4 Ayat (2)?

Tujuan Penelitian

Peneliti menetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM sebelum

dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM

sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018.

Untuk mengetahui besaran kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan

PPh Pasal 4 Ayat (2).

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa manfaat

kepada pihak-pihak yang memiliki sudut pandang kebutuhan yang berbeda, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan
sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun penelitian selanjutnya

guna mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan



dunia pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi

bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan

dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dan
menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Universitas
Sriwijaya. Hasil dari penelitian juga dapat menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap
pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Memberikan saran dan masukan yang membangun, serta data dari hasil
penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengambilan tindakan dan
langkah-langkah dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia
mengenai pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4
ayat (2).

c. Bagi Pembaca dan Pihak Lain
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi, menambah, dan
memperbanyak wawasan para pembaca dan pengguna, dalam penggunaan
penelitian ini sebagai acuan atau rujukan atau pedoman untuk melanjutkan
penelitian lebih mendalam yang serupa, dapat menambah literatur,

ataupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya.



1.5. Sistematika Penulisan

Gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan di bahas dapat

diperoleh melalui sistematik penulisan, sehingga sistematika penulisan penelitian

ini tersusun dari lima bab secara garis besar sebagai berikut:

BAB |

BAB |1

BAB Il

PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.
LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai grand theory yang relevan dengan
penelitian ini. Teori yang diuraikan dalam bab ini yaitu teori kepatuhan
atau compliance theory, diuraikan pula definisi-definisi yang mendasari
penelitian ini seperti definisi akuntansi pajak, pajak, peraturan
pemerintah nomor 23 tahun 2018, usaha mikro kecil dan menengah,

PPh pasal 4 ayat (2), serta penelitian terdahulu dan alur pikir penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai ruang lingkup penelitian,
rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

dan teknik analisis data.

10



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V

Pada bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), visi misi KPP, struktur organisasi KPP, hasil
analisis data-data penelitian dan selanjutnya penarikan kesimpulan dari

hasil analisis data yang telah dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai kesimpulan dari hasil analisis
data, memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di Kota Palembang yang dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi dan bagi peneliti selanjutkan yang membahas pemasalahan

yang sama, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

11
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